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BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum dan Eksistensi 

a. Pengertian Akibat Hukum  

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh 

hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum 

(Achmad Ali, 2008:192). Akibat hukum merupakan suatu akibat dari 

tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang 

diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat 

yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan 

merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan 

hukum yang berlaku. (Soeroso, 2006:295) 

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu 

peristiwa hukum, yang dapat berwujud: 

1) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. 

Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum 

menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun. 

2) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara 

dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak 

yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang 

lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa 

rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan 
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Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan 

dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka 

hubungan hukum tersebut menjadi lenyap. 

3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan 

hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman 

adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut 

yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara 

melawan hukum. (Soeroso, 2006:295). 

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan 

oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek 

hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun 

perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Pasal 1266 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata memberikan akibat hukum 

terhadap debitur yang tidak aktif dalam perjanjian, akibat hukumnya 

akan diuraikan lebih dalam pada Bab IV Pembahasan. 

b. Pengertian Eksistensi  

Soren Kierkegaard (1813-1855) adalah pemikir pertama yang 

memperkenalkan istilah “eksistensi” yang dipakai menurut pengertian 

sekarang dalam aliran eksistensialisme. “Esensi” berarti yang ada, 

maka “eksistensi” dimengerti sebagai yang berada. Konsep eksistensi 

menunjuk pada sesuatu yang hadir secara konkrit, memiliki efek, jelas, 

pasti, kelihatan dan yang lakukan sesuatu. Istilah eksistensi pada 

manusia hanya dapat diterapkan pada individu-individu konkrit. 

 

 



24 

 

 

 

Seorang pribadi yang konkrit saja yang bereksistensi. Bereksistensi 

atau berada berarti terus menerus mengambil keputusan bebas, 

bertanggung jawab untuk membuat pilihan baru secara personal dan 

subjektif. Eksistensi berarti diri yang otentik sebagai aktor, pelaku 

kehidupan dan bukan sebagai spektator kehidupan atau penonton 

belaka (Hardiman, 2007:244-255). 

Pemikiran Hegel bahwa kebenaran adalah totalitas objektif, 

digantikan oleh Kierkegaard yang memperkenalkan kebenaran sebagai 

individu atau pribadi yang bereksistensi.  Kebenaran adalah totalitas 

subjektivitas, maka bagi Kierkegaard kebenaran itu harus diajukan 

dengan cara baru. Persoalan yang harus menjadi hal utama untuk 

dipersoalkan adalah subjektivitas dari kebenaran, yaitu bagaimana 

kebenaran dapat menjelma dalam kehidupan seorang pribadi atau 

individu. Kebenaran objektif termasuk juga agama harus mendarah 

daging dalam individu, dan kebenaran yang sangat penting haruslah 

dicari sampai harus hidup dan mati untuk kebenaran itu. Sisi ilahi dari 

manusia menjadi hal yang penting dari tindakan bathinnya dan bukan 

segudang pengetahuan. Mencari kebenaran yang konkrit serta 

eksistensial adalah suatu pengetahuan yang mengambil bagian dalam 

realitas, suatu connaissance vecue (pengetahuan yang dihayati). 

Kierkegaard berpendapat bahwa, cara hidup seorang individu 

konkritlah yang merupakan makna keberadaan manusia (Van der Weij, 

2000:135-138). 
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Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu 

aturan yang memiliki kebenaran eksistensial juga. Kebenaran pasal ini 

perlu dikaitkan dengan tindakan konkrit manusia untuk daya 

efektivitasnya.  Subjektivitas kebenaran dari pasal tersebut berarti yang 

menjadi hal utama. Artinya kebenaran Pasal 1266 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dapat menjelma atau membathin secara 

konkrit, dalam praktek hukum kehidupan nyata dari para pihak yang 

akan terlibat dalam suatu perjanjian kehidupan. 

Kierkegaard seorang bapak eksistensialisme mengatakan 

bahwa, masalah Eksistensial adalah masalah-masalah yang praktis dan 

konkrit atau problema-problema yang sehari-hari kita hadapi. 

Bereksistensi adalah bereksistensi dalam suatu perbuatan yang harus 

dilakukan oleh setiap orang untuk dirinya sendiri. Singkat kata, dapat 

dikatakan bahwa bereksistensi adalah bertindak (Kusno, 1986:11-12), 

sehingga, jika dihubungkan dengan keberadaan Pasal 1266 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, maka mencantumkan pasal tersebut 

dalam suatu perjanjian dan melaksanakannya adalah suatu  bentuk 

tindakan eksistensial, tindakan yang efektif, pasti, jelas dan 

menghidupkan, yang dilakukan oleh karena adanya aturan tersebut 

yang tidak boleh diabaikan. 

Hal ini juga ditegaskan oleh seorang filsuf eksistensialisme 

yang lain yaitu, Albert Camus (1913-1960) yang berpendapat bahwa 
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suatu situasi dasar dan kondisi yang menentukan keberadaan 

manusiawi adalah mengabdi pada keadilan supaya ketidakadilan 

jangan bertambah bagi manusia atau menggunakan suatu cara 

berbicara yang jelas dan tegas agar kebohongan umum jangan 

diperbesar (Van der Weij, 2000:152). Situasi dasar dan kondisi 

keberadaan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah 

menentukan keberadaan pasal tersebut, sehingga dalam 

pelaksanaannya para pihak tidak diperkenankan mengesampingkan 

dan mengabaikan pasal tersebut demi keadilan dalam pelaksanaan 

perjanjian. 

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

a. Pengertian Perjanjian 

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata adalah suatu perbuatan dimana ada satu orang atau lebih yang 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Subekti dan 

Tjitrosudibio, 2007:338). Perjanjian merupakan suatu hubungan 

hukum yang berarti bahwa yang bersangkutan haknya dijamin dan 

dilindungi oleh hukum atau Undang-Undang, sehingga apabila haknya 

tidak dipenuhi secara sukarela, dia berhak menuntut melalui 

pengadilan supaya orang yang bersangkutan dipaksa untuk memenuhi 

atau menegakkan haknya (Widjaya, 2008:23).  
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Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji 

kepada seorang lain atau ada dua orang yang saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal sedangkan kontrak memiliki arti yang lebih 

sempit, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang 

tertulis, dengan demikian perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis 

dapat disebut kontrak, sedangkan yang dibuat secara lisan dapat 

disebut sebuah perjanjian atau persetujuan saja (Subekti, 1987:1).  

Menurut Van Dune perjanjian adalah suatu hubungan hukum 

antara dua pihak atau lebih berdasarkan pada kesepakatan yang 

menimbulkan akibat hukum, dimana dalam suatu perjanjian yang 

dilihat tidak semata-mata perjanjiannya saja, melainkan harus juga 

melihat perbuatan sebelumnya. Berdasarkan definisi ini terdapat tiga 

tahap dalam membuat perjanjian yaitu: 

1) Tahap pra contractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan; 

2) Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak 

antara para pihak; 

3) Tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian (Salim, 

2006:26). 

Istilah kontrak atau perjanjian dalam sistem hukum nasional 

memiliki pengertian yang sama, seperti halnya di Belanda yang tidak 

membedakan antara pengertian contract dan overeenkomst (Johannes I 

dan Lindawaty S, 2007:43), jadi baik kontrak maupun perjanjian 
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kedua-duanya memilik arti dan makna yang sama. Perjanjian adalah 

hubungan hukum yang cara perhubungannya, diatur dan disahkan oleh 

hukum, oleh karena itu suatu hubungan hukum antar orang-perorangan 

merupakan suatu perbuatan yang berada dalam lingkungan hukum 

(Harahap, 1982:6) 

Berdasarkan definisi perjanjian di atas, maka perjanjian 

merupakan hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lain 

yang dilandasi oleh kehendak yang sama. Secara bebas untuk sepakat 

melakukan suatu perbuatan hukum, demi kepentingan dan keuntungan 

para pihak yang terlibat didalamnya.   

b. Asas-asas Hukum Perjanjian 

Asas atau prinsip dalam bahasa Inggris “principle” yang 

memiliki hubungan erat dengan istilah “principium” dalam bahasa 

Latin yang berarti permulaan, awal, sumber, asal, pangkal, pokok, 

dasar, sebab. Sedangkan Principle berarti sumber atau asal sesuatu, 

penyebab dari sesuatu, kewenangan, aturan atau dasar terhadap 

tindakan seseorang. Suatu pernyataan yang digunakan untuk 

menjelaskan sesuatu peristiwa, dengan kata lain asas adalah sesuatu 

yang dapat dijadikan dasar, alas, tumpuan, tempat untuk 

menyandarkan sesuatu yang hendak kita jelaskan (Mahadi, 2003:119). 

Menurut P. Scholten asas hukum merupakan  sifat-sifat umum 

dengan segala keterbatasannya, sebagai suatu bawaan umum yang 
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harus ada. Bukan merupakan peraturan hukum konkrit, melainkan 

merupakan pikiran dasar yang bersifat umum (Sudikno Mertokusumo, 

2010:42-43). Asas hukum merupakan unsur yang paling penting dari 

peraturan hukum. Asas hukum menjadi landasan yang paling luas bagi 

lahirnya suatu aturan hukum, dengan kata lain aturan hukum tersebut 

dapat dikembalikan pada asas hukum. Asas hukum tidak akan habis 

kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, namun akan 

tetap ada dan melahirkan peraturan hukum yang lainnya lagi. 

Selanjutnya asas hukum mengandung tuntutan etis, dengan demikian 

asas hukum menjadi jembatan antara peraturan-peraturan hukum 

dengan cita-cita sosial dan pandangan etis dari masyarakat (Raharjo, 

1996:45).  

Asas hukum menjadi landasan yang sangat luas untuk lahirnya 

suatu peraturan hukum. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang 

bersifat umum atau merupakan latar belakang peraturan yang konkrit 

(Ibrahim dan Sewu, 2007:50). Berdasarkan uraian para ahli di atas, 

maka asas hukum adalah dasar, landasan berpijak suatu aturan hukum 

yang lebih nyata untuk membatasi perilaku manusia. Berikut ini akan 

diuraikan asas-asas di dalam hukum perjanjian, yaitu sebagai berikut. 

1) Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa, setiap 

orang diberikan kebebasan seluas-luasnya, yang oleh Undang-
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Undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan 

perjanjian tentang apa saja, sejauh tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum 

(Naja, 2009:93). Orang dapat membuat perjanjian dengan isi 

perjanjian yang bagaimanapun juga, sejauh tidak bertentangan 

dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. (Satrio, 

1999:36). Hal ini berbeda dengan perjanjian yang bersumber dari 

Undang-Undang yaitu, para pihak yang terlibat dalam perjanjian 

tersebut, harus tunduk pada peraturan atau ketentuan yang telah 

ditentukan oleh Undang-Undang. (Widjaya, 2008:33) 

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan 

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas 

kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak, 

untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian; mengadakan 

perjanjian dengan siapapun; menentukan isi perjanjian, 

pelaksanaan dan persyaratan dalam perjanjian; serta menentukan 

bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau tidak tertulis. (Salim, 2006:9) 

Asas kebebasan berkontrak yang sesuai dengan hukum 

perjanjian di Indonesia adalah bebas untuk membuat atau tidak 

membuat perjanjian; bebas untuk menentukan dengan siapa ia 

ingin membuat perjanjian; bebas untuk menentukan atau memilih 

sebab dari perjanjian yang akan dibuatnya; bebas untuk 

menentukan objek perjanjian; bebas untuk menentukan bentuk 
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perjanjian; dan bebas untuk menerima ketentuan Undang-Undang 

yang bersifat opsional (aanvullend, optional) (Sjahdeini, 1993:47). 

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah 

adanya paham individualisme sejak zaman Yunani, dan 

berkembang pesat pada zaman renaisance. Menurut paham 

individualisme, setiap orang bebas untuk mendapatkan apa yang 

dikehendakinya, yang kemudian dalam hukum perjanjian 

diwujudkan dalam kebebasan berkontrak, namun pada 

perkembangannya untuk mencegah kebebasan yang sebebas-

bebasnya, maka substansi perjanjian diatur dan tidak semata-mata 

dibiarkan kepada para pihak. Pengaturan ini tidak dimaksudkan 

untuk membatasi asas kebebasan berkontrak, melainkan untuk 

menjaga keseimbangan kepentingan perorangan dan kepentingan 

masyarakat (Salim, 2003:9-10). 

Menurut Van Appledoorn, kebebasan membuat perjanjian 

merupakan satu diantara beberapa landasan Hukum Perdata. Atas 

dasar itu, perlu koreksi dari pengadilan dalam rangka merumuskan 

asas hukum tersebut. Hal ini karena semakin kecilnya arti asas 

kebebasan untuk berkehendak dan kebebasan membuat perjanjian 

dengan adanya standar perjanjian modern, persamaan kedudukan 

menjadi tidak konkrit lagi, sehingga diperlukan cara melalui 

keputusan politik, yaitu dengan cara pembentukan Undang-Undang 

yang berisikan ketentuan-ketentuan normatif yang sifatnya 

 

 



32 

 

 

 

memaksa. Van Appledoorn merujuk pada pikiran dialektis Hegel 

dalam mencari landasan filosofis bagi prinsip kebebasan 

berkontrak yang menegaskan bahwa, kebebasan membuat 

perjanjian merupakan konsekuensi dari pengakuan akan adanya 

hak milik. Hak milik adalah realisasi yang utama dari kebebasan 

individu, dengan kata lain, hak milik merupakan landasan bagi 

hak-hak lainnya (Syaifuddin, 2012:82-83). 

Menurut Hegel kebebasan berkehendak adalah landasan 

yang substansial bagi semua hak dan kewajiban. Pemegang hak 

milik harus menghormati orang lain yang juga pemegang hak 

milik. Adanya saling menghormati hak milik inilah yang menjadi 

landasan terjadinya hukum perjanjian (Syaifuddin, 2012:83). 

Asas kebebasan berkontrak merupakan landasan para pihak 

yang akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Bebas untuk 

memilih dengan siapa akan mengikatkan diri, bebas menetapkan 

objek dari perjanjian. Bebas menentukan jenis perjanjian apa yang 

akan dibuat, bebas untuk menentukan aturan-aturan dalam 

pelaksanaan perjanjian serta bebas menentukan akibat hukum apa 

yang akan ditimbulkan dalam perjanjian yang dibuat. 

2) Asas Konsensualitas 

Asas konsesualitas berasal dari kata Latin “consesus” yang 

berarti sepakat. Para pihak dalam membuat perjanjian syaratnya 

harus ada kesepakatan atau persetujuan mengenai hal yang akan 
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diperjanjikan. Sepakat adalah persesuaian paham dan kehendak 

antara para pihak yang membuat perjanjian. Adanya asas 

konsensualitas berarti perjanjian itu ada sejak adanya kesepakatan 

(Syaifuddin, 2012:77).  

Asas konsensualitas dinyatakan dalam Pasal 1320 ayat (1) 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan bahwa, 

untuk sahnya suatu perjanjian harus ada kesepakatan atau 

persesuaian kehendak antara para pihak yang akan terlibat dalam 

suatu perjanjian. Asas konsensualitas memiliki paham dasar bahwa 

suatu perjanjian itu sudah lahir sejak tercapainya kata sepakat, 

dengan kata lain perjanjian lahir pada detik tercapainya 

kesepakatan (Wijaya, 2008:35). Asas ini merupakan asas yang 

menyatakan bahwa, perjanjian pada umumnya  tidak diadakan 

secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak 

(Salim, 2003:10) 

Perjanjian yang tidak menggambarkan bentuk kesepakatan 

yang sesungguhnya, dapat terjadi dalam situasi tertentu oleh karena 

adanya cacat kehendak (wilsgebreke), karena kesesatan (dwaling), 

penipuan (bedrog) atau paksaan (dwang) yang mempengaruhi 

lahirnya suatu perjanjian. Atas dasar itu, asas konsensualitas yang 

terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yang menyatakan bahwa, cukup dengan adanya 

kesepakatan dapat menentukan lahirnya suatu perjanjian, tidak 
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seharusnya ditafsirkan secara gramatikal semata-mata, tetapi harus 

dihubungkan dengan syarat-syarat lain yang ditentukan dalam 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena jika 

syarat lain tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan perjanjian 

itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai 

Undang-Undang bagi para pihak (Syaifuddin, 2012:78). 

Asas Konsensualitas diilhami dari hukum Romawi dan 

hukum Jerman. Meski demikian di Jerman tidak dikenal asas 

konsensualitas, melainkan perjanjian riil dan perjanjian formal. 

Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan 

secara nyata (kontan dalam hukum adat). Sedangkan yang disebut 

perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan 

bentuknya, yaitu dalam bentuk tertulis baik berupa akta autentik 

maupun akta di bawah tangan. Berdasarkan hukum Romawi 

dikenal istilah contractus verbis literis dan contractus innominat. 

Hal ini berarti terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang 

telah ditetapkan (Salim, 2006:10) karena perjanjian dalam hukum 

Romawi dianggap terbentuk jika kebendaannya telah diserahkan 

atau dengan kata lain harus memenuhi sejumlah syarat terlebih 

dahulu, baru dapat dikatakan perjanjian (Budiono, 2006:97).  

Hukum perjanjian yang dibawah oleh bangsa Jerman ke 

dalam wilayah Galia sekitar abad ke-11, hanya terdiri dari fides 

facta formil (Budiono, 2006:97) atau Ikrar jaminan dengan 
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menyerahkan tongkat komando  sebagai lambang (Ranuhandoko, 

2006:285). Sebagian dari apa yang termasuk dalam hukum 

perjanjian, digolongkan semata-mata sebagai praestita, yaitu untuk 

sementara menyerahkan suatu kebendaan pada orang lain, dengan 

kewajiban mengembalikan kebendaan tersebut, tanpa 

diperjanjikannya suatu lawan prestasi, yang saat ini dikenal dengan 

perjanjian riil dan formil. Secara berangsur-angsur hukum 

perjanjian berkembang sehingga praestita dimengerti sebagai 

perjanjian. Hal ini mengakibatkan perundang-undangan yang 

muncul kemudian, mulai dibeda-bedakan jenis dari praestita 

sekalipun tetap dibawah hukum Romawi. Pemilahan tersebut 

beranjak dari isi kewajiban yang diperjanjikan, maka menjadi 

sangat penting mengedepankan kesepakatan (Budiono, 2006:97). 

Asas Konsensualitas merupakan asas dalam perjanjian, 

dimana perjanjian yang dibuat oleh para pihak, harus didasarkan 

pada kata sepakat atau saling setuju untuk saling mengikatkan diri 

dalam suatu perjanjian. Kesepakatan para pihak juga dapat menjadi 

momentum terjadinya suatu perjanjian.  

3) Asas Pacta Sunt Servanda  

Asas pacta sunt servanda terdapat dalam Pasal 1338 ayat 

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu, “Semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang 

bagi para pembuatnya”. Isi pasal ini secara singkat mau 
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mengatakan bahwa, perjanjian yang dibuat sesuai dengan aturan 

hukum, menjadi peraturan yang harus ditaati para pihak dalam 

melaksanakan perjanjian. 

Asas pacta sunt servanda disebut juga dengan asas 

kepastian hukum. Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa 

hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian 

yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, 

sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Pihak ketiga tidak 

boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang 

dibuat oleh para pihak (Salim, 2006:10).  

Asas Pacta Sunt Servanda pada mulanya dikenal dalam 

hukum gereja, yang menyebutkan bahwa terjadinya suatu 

perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan 

dikuatkan dengan sumpah. Asas ini memiliki makna yaitu, setiap 

perjanjian yang dibuat merupakan perbuatan yang sakral, namun, 

dalam perkembangannya asas ini diberi arti pactum, yang berarti 

sepakat tidak perluh dikuatkan dengan sumpah dan tindakan 

formalitas lainnya. Sedangkan nudus pactum sudah cukup dengan 

sepakat saja (Salim, 2006:10). 

Asas pacta sunt servanda memiliki ruang lingkup sebatas 

pada para pihak yang membuat perjanjian, hal ini ditunjukkan pada 

hak yang lahir merupakan hak perorangan (persoonlijk recht) dan 

bersifat relatif (Isnaeni, 1996:32), namun pada situasi tertentu asas 
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ini diperluas, sehingga bisa menjangkau pihak-pihak lain, 

mengakibatkan hak perorangan yang pada prinsipnya hanya 

mengikat para pihak, ternyata dapat diperluas dan mengakibatkan 

menguatnya hak perorangan (Prawirohamidjojo dan Pohan, 

1978:16) 

Asas pacta sunt servanda merupakan akibat hukum dari 

para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Maksudnya, isi 

perjanjian yang dibuat oleh para pihak, menjadi aturan atau 

Undang-Undang yang harus ditaati dan dihormati oleh para pihak 

dalam melaksanakan perjanjiannya. 

4) Asas Iktikad Baik (Goede Trouw) 

Asas iktikad baik dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3) 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, “Perjanjian harus 

dilaksanakan dengan iktikad baik”. Makna iktikad baik dalam 

pasal tersebut adalah penerapannya di dalam suatu perjanjian. Hal 

ini berarti berbicara sesudah perjanjian itu ada, meskipun ketentuan 

mengenai iktikad baik tidak jelas maknanya karena memiliki 

pengertian yang abstrak, maksudnya, meskipun orang mengerti 

maknanya tetap saja sulit untuk merumuskan definisinya. Pasal 

1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini termasuk 

pasal yang sangat penting (Satrio, 2001:165-166). 
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Asas iktikad baik adalah asas yang menyatakan bahwa para 

pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan 

substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang 

teguh atau kemauan baik dari para pihak (Salim, 2006:10-11). 

Pelaksanaan perjanjian tersebut harus berjalan dengan 

mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan (Naja, 

2009:101).  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iktikad baik 

adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh (KBBI Departeman 

Pendidikan Nasional, 2012,522). Asas iktikad baik dibagi menjadi 

dua macam, yaitu iktikad baik nisbi  dan iktikad baik mutlak. 

Dalam iktikad baik nisbi, orang hanya memperhatikan sikap dan 

perilaku yang kelihatan nyata dari subjek atau para pihak, 

sedangkan iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal 

sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai 

keadaan (penilaian tidak memihak) sesuai dengan norma-norma 

yang objektif (Salim, 2006:11). 

James Gordly berpendapat bahwa, asas iktikad baik 

bersumber pada hukum perjanjian Romawi. Iktikad baik mengacu 

pada tiga bentuk perilaku para pihak dalam perjanjian. Pertama, 

para pihak harus memegang teguh setiap janji dan ucapannya. 

Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dari pihak 
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lain dengan cara yang menyesatkan. Ketiga, para pihak harus 

mematuhi kewajiban dan berperilaku sebagai orang yang terhormat 

dan jujur, meskipun kewajiban yang dimaksud tidak secara tegas 

diperjanjikan. Hal ini ditegaskan oleh Jason Tandal, menurutnya 

para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, tidak hanya terikat 

pada isi perjanjian yang dengan jelas disepakati saja, melainkan 

kepada semua isi naturaly implied (secara alami dibenarkan-tanpa 

harus dengan kata-kata) didalam perjanjian mereka. (Khairandy, 

2004:132-135) 

P. Van Warmelo berpendapat bahwa, dalam iktikad baik 

tidak hanya mengacu pada iktikad baik para pihak yang terlibat 

dalam suatu perjanjian saja, melainkan harus mengacu pada nilai-

nilai yang berkembang di dalam masyarakat juga. Iktikad baik 

adalah bagian dari masyarakat yang mencerminkan standar 

keadilan atau kepatutan masyarakat tersebut, sedangkan pendapat 

Baldus, dalam mengidentifikasikan iktikad baik adalah dengan 

equity (keadilan) dan hati nurani, bahwa tidak ada seorangpun 

dibolehkan mengorbankan orang lain untuk memperkaya diri 

sendiri (Khairandy, 2004:138-146).  

Iktikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, tidak lain adalah perjanjian harus 

dilaksanakan secara pantas dan patut, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Hofmann yaitu dalam Hukum Romawi terdapat 
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perjanjian negotia banae fidei yang berarti hakim dapat 

memperluas atau memperkecil kewajiban-kewajiban para pihak 

dalam perjanjian yang bersangkutan, dalam hal demi kepatutan. 

Hal ini dimaksud bahwa, pasal tersebut mengandung asas bahwa, 

semua perjanjian  yang memuat Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata adalah perjanjian negotia bonae fidei (Satrio, 2001:177). 

Pernyataan yang lebih dalam lagi dinyatakan oleh Simon Whittaker 

dan Reinhard Zimmerman bahwa, hukum alam dan hukum 

kebiasaan menentukan bahwa setiap perjanjian adalah bonae fidei 

karena kejujuran dan integritas harus selalu ada pada para pihak 

dalam semua perjanjian, dimana mewajibkan pemenuhan 

kewajiban harus sesuai dengan kepatutan (Khairandy, 2004:132).  

Pelaksanaan perjanjian oleh kreditur maupun debitur yang 

terikat dalam suatu perjanjian, khususnya perjanjian timbal balik, 

wajib melaksanakan perjanjian dengan pantas dan patut, karena 

dalam perjanjian timbal balik kedua pihak dalam situasi tertentu 

dapat menjadi kreditur maupun debitur, sehingga kedua pihak 

harus melaksanakan perjanjiannya dengan iktikad baik. 

Maksudnya bahwa kreditur dalam melaksanakan hak-haknya akan 

bertindak sebagai kreditur yang baik, yaitu tidak menuntut lebih 

dari apa yang seharusnya menjadi haknya, sehingga tidak 

membebani debitur dengan biaya-biaya yang lebih dari yang 

diperlukan. Begitupun dengan debitur akan melaksanakan 

 

 



41 

 

 

 

kewajibannya dengan baik, tidak akan membuat penagihan 

menjadi sulit dan berbelit-belit (Satrio, 2001:178-179). 

Berdasarkan urain di atas, maka yang dimaksudkan disini 

adalah iktikad baik objektif (objectief goeder trouw) sebagaimana 

menurut Martjin Willem Hesselink, yaitu mengacu kepada suatu 

aturan atau norma perilaku para pihak yang terlibat dalam suatu 

perjanjian, baik perilaku yang sesuai dengan iktikad baik ataupun 

perilaku yang tidak sesuai dengan iktikad baik (Khairandy, 

2004:185). Berbeda dengan iktikad baik subjektif (subjectief 

goeder trouw) yang berhubungan dengan sikab bathin seseorang 

yang dilihat adalah mengenai apakah yang bersangkutan sendiri 

menyadari atau tahu, bahwa tindakannya bertentangan dengan 

iktikad baik. Iktikad baik objektif berhubungan dengan pendapat 

umum atau secara objektif, yaitu dengan melihat apakah secara 

umum tindakan seperti itu dianggap bertentangan dengan iktikad 

baik (Satrio, 2001:179). 

Ketentuan Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, tidak dapat dipakai oleh hakim untuk mengubah atau 

menghapus hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian, 

meskipun terdapat masalah dalam pelaksanaan perjanjian. 

Umumnya masalah itu berhubungan dengan terjadinya perubahan 

keadaan sesudah perjanjian ditutup, dimana perubahan keadaan 

yang dimaksud adalah perubahan keadaan yang tidak dapat 
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diperhitungkan oleh para pihak sejak semula. Berbeda halnya 

apabila perubahan keadaan yang mungkin terjadi telah 

diperhitungkan oleh para pihak, dalam hal ini Rutten berpendapat 

bahwa, kerugian yang timbul sudah sepatutnya harus dipikul oleh 

para pihak itu sendiri oleh karena kecerobohannya. Hakim hanya 

mempertimbangkan untuk meninjau pelaksanaan perjanjian sesuai 

dengan kata-kata dalam perjanjian, apabila kepatutan menuntut 

demikian (Satrio, 2001:180,185). 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa penerapan 

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

berkaitan erat dengan perubahan keadaan yang terjadi dalam 

perjanjian, sehingga meskipun perjanjian yang dibuat didasarkan 

pada situasi saat perjanjian itu dibuat dan didalam pelaksanaan 

perjanjian, ternyata terjadi perubahan keadaan yang besar sekali, 

maka kreditur maupun debitur yang baik tentunya tidak menuntut 

pelaksanaan haknya, persis seperti yang disebutkan dalam 

perjanjian. Hal ini dimaksud agar supaya pantas dan patut, apabila 

terdapat perubahan keadaan, maka hak dan kewajiban dari para 

pihak yang disebutkan dalam perjanjian, dilaksanakan dengan 

mengingat pada perubahan itu.  Berdasarkan uraian tersebut, maka 

penafsiran perjanjian yang dilakukan oleh hakim, adalah dengan 

memperluas arti kata-kata dalam perjanjian untuk menyelesaikan 

masalah yang timbul dikemudian (Satrio, 2001:200-201).  
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Hofmann berpendapat bahwa, meskipun dalam tafsiran ada 

yang “ditambahkan” atau “diubah”, tidak berarti bahwa isi 

perjanjian pun diubah atau ditambah, melainkan justru ditetapkan  

berdasarkan anggapan hakim, dimana menurut anggapan hakim 

pada sebenarnya dikehendaki oleh para pihak. Hakim harus 

memperhatikan kreditur maupun debitur dalam pelaksanaan dan 

pemenuhan hak dan kewajibannya, memperhatikan unsur 

kepatutan dan ketetapan hakim sebagai penyesuaian hak dan 

kewajiban dari para pihak dengan kepatutan, yang dapat berupa 

tambahan kewajiban tanpa mengubah kewajiban pokok (Satrio, 

2001:208). 

Hakim harus mengetahui isi perjanjian serta peristiwa 

konkritnya. Mengetahui iktikad baik berdasarkan sebagaimana 

yang dikehendaki oleh para pihak, untuk menafsirkan  kata-kata 

dan kalimat yang tertuang dalam perjanjian, karena perluh diingat 

bahwa terhadap isi dari suatu dokumen perjanjian yang dilihat 

tidak hanya apa yang tersurat saja, tapi juga apa yang tersirat dalam 

isi perjanjian tersebut (Satrio, 2001:212). 

Meijers berpendapat bahwa, ketentuan Pasal 1338 ayat 3 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditafsirkan sebagai 

ketentuan yang bersifat memaksa dan yang bersifat ketertiban 

umum. Para pihak tidak boleh memperjanjikan untuk 

menyikirkannya dengan menyepakati bahwa perjanjian yang 
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mereka tutup tidak boleh ditafsirkan dengan mengingat pada 

pelaksanaan perjanjian dengan “iktikad baik”. Hakim dapat 

menafsirkan tidak sesuai dengan maksud dari kata-kata dalam 

perjanjian, melainkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh 

para pihak dengan mengingat pada kepatutan dan kepantasan 

(Satrio, 2001:213). 

Asas Iktikad baik merupakan dasar dalam melaksanakan 

suatu perjanjian. Asas ini berkaitan erat dengan sikap bathin, 

dorongan dari dalam diri pribadi para pihak yang terlibat dalam 

suatu perjanjian, untuk melaksanakan perjanjiannya dengan baik 

sesuai dengan kepatutan dan kepantasan. 

5) Asas Kepatutan 

Asas Kepatutan dalam perjanjian ditentukan dalam Pasal 

1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian tidak 

hanya mengikat pada hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam 

isi perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat 

perjanjian diharuskan atau diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan 

dan Undang-Undang (Naja, 2009:101). Keterikatan para pihak 

dalam suatu perjanjian, tidak hanya terbatas pada kata-kata dalam 

perjanjian tersebut, tetapi para pihak terikat juga kepada prinsip 

yang patut terhadap perjanjian yang bersangkutan (Fuady, 

2007:82). 
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Asas kepatutan mau menuntun para pihak agar substansi 

atau isi perjanjian yang disepakati harus memperhatikan perasaan 

keadilan (rechtsgevoel) dalam masyarakat, karena hal inilah yang 

akan menentukan hubungan hukum diantara para pihak itu patut 

atau tidak patut, adil atau tidak adil. Hazairin berpendapat bahwa, 

asas kepatutan disebut juga asas kepantasan pada tataran moral dan 

sekaligus pada tataran akal sehat, yang terarah pada penilaian suatu 

perilaku atau situasi faktual tertentu. Patut mencakup elemen 

moral, yaitu berkaitan dengan penilaian baik atau buruk maupun 

elemen akal sehat, yaitu penilaian sesuai dengan hukum, logika 

atau yang masuk akal (Syaifuddin, 2012:102). 

Asas kepatutan atau kepantasan juga merupakan asas yang 

menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Hal ini 

mau menegaskan bahwa, dalam melaksanakan suatu perjanjian 

tidak hanya terpusat pada apa yang tertulis, melainkan juga pada 

perilaku. Para pihak tidak boleh mengabaikan hal-hal yang wajib 

menurut kepatutan dan kepantasan dalam masyarakat.  

6) Asas tidak boleh main hakim sendiri. 

Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian, 

harus dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya. Pihak yang 

merasa dirugikan dapat menegakkan haknya sesuai prosedur dan 

ketentuan hukum yang berlaku. Pihak yang melakukan 

pelanggaran terhadap perjanjian, tidak bisa sekehendak hatinya 
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menggunakan cara-cara sendiri untuk memaksa pihak lain 

memenuhi perjanjian. Prosedur dan ketentuan hukum yang 

dimaksud adalah melalui pengadilan atau meminta bantuan hakim. 

Pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan eksekusi yang 

disebut reele executie, yang berarti dengan kuasa atau izin hakim, 

pihak yang dirugikan dapat mewujudkan sendiri prestasi yang telah 

diperjanjikan, atas biaya pihak yang melakukan pelanggaran 

terhadap perjanjian (Widjaya, 2008:31-32). 

Asas tidak boleh main hakim sendiri mau menuntun para pihak 

yang terlibat dalam suatu perjanjian, agar supaya jika salah satu pihak 

melakukan pelanggaran terhadap perjanjian, maka pihak yang 

dirugikan tidak boleh main hakim sendiri. Hal tersebut dimaksud agar 

pihak yang dirugikan menyelesaikan persoalannya melalui prosedur 

yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.  

Semua asas dalam Hukum Perjanjian yang diuraikan di atas 

mau menunjukkan bahwa, siklus suatu perjanjian memiliki asas yang 

dijadikan landasan atau dasar oleh para pihak yang akan terlibat dalam 

suatu perjanjian. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa, asas 

konsensualitas menjadi dasar menentukan momentum terjadinya suatu 

perjanjian. Asas kebebasan berkontrak menjadi dasar untuk 

menentukan isi maupun objek yang akan diperjanjikan. Asas pacta 

sunt servanda merupakan tolok ukur akibat hukum dari perjanjian 

yang dibuat para pihak. Asas iktikad baik, asas kepatutan dan asas 
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tidak boleh main hakim sendiri, merupakan landasan atau dasar 

pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian 

tersebut. 

c. Teori Lahirnya/Timbulnya Perjanjian 

1) Teori Kehendak (wilstheorie) 

Teori ini merupakan teori yang menekankan pada faktor 

kehendak. Berdasarkan teori ini apabila kita mengutarakan suatu 

pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka yang 

terikat dengan kita adalah pernyataan yang kita utarakan tersebut 

(Setiawan, 1979:57). 

Makna dibalik teori kehendak ini adalah suatu perjanjian lahir 

atau timbul, pada saat seseorang atau salah satu pihak memiliki 

keinginan atau kehendak terhadap sesuatu, kemudian mengutarakan 

keinginan atau kehendaknya tersebut, melalui suatu pernyataan yang 

ditujukan kepada orang lain atau pihak lain. Pernyataan yang 

diutarakan mengikat pihak pembuat pernyataan, meskipun kehendak 

yang diutarakan tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam 

pernyataan, tetap saja apa yang dinyatakan dalam pernyataan yang 

menjadi tolok ukur lahirnya suatu perjanjian.  

2) Teori Pernyataan (uitingstheorie) 

Berdasarkan teori ini, perjanjian dikatakan telah ada ketika 

jawaban terhadap suatu penawaran telah dibuat dalam bentuk tulisan 
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yaitu berupa surat jawaban penerimaan atas sebuah penawaran. 

Perjanjian itu lahir atau timbul pada saat pihak yang menerima 

penawaran tersebut menyatakan penerimaannya atau akseptasinya 

dalam bentuk tertulis. Pernyataan dari pihak yang memberikan 

penawaran dan akseptor saling bertemu, pada saat pihak penerima 

penawaran menyatakan dalam bentuk tertulis mengenai 

penerimaannya (Satrio, 1995:257).  

Teori penyataan ini mau menunjukkan bahwa, suatu perjanjian 

timbul atau lahir pada saat salah satu pihak memberikan penawaran 

kepada pihak lain, selanjutnya pihak yang diberikan penawaran 

menerima tawaran tersebut. Penerimaan tawaran oleh pihak pemberi 

penawaran harus dinyatakan dalam bentuk tertulis oleh pihak penerima 

tawaran. Momentum lahirnya suatu perjanjian dilihat atau diukur dari 

adanya pernyataan tertulis dari pihak penerima tawaran, bahwa pihak 

tersebut menerima tawaran yang ditawarkan. 

3) Teori Pengiriman (verzendingstheorie) 

Berdasarkan teori pengiriman, lahirnya suatu perjanjian yaitu 

dengan menetapkan bahwa, saat pengiriman jawaban akseptasi dari 

pihak akseptorlah yang menjadi momentum lahirnya perjanjian, dalam 

hal ini tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan yaitu ketika surat 

tersebut dikirimkan, maka akseptor tidak memiliki kekuasaan lagi atas 

surat jawaban tersebut. Hal ini dimaksud bahwa, orang mempunyai 

pegangan yang relatif pasti tentang terjadinya perjanjian. Teori ini 
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merupakan penyempurnaan terhadap teori pernyataan, dengan maksud 

akseptor tidak dapat lagi merobah momentum terjadinya perjanjian. 

(Satrio, 1995:258). 

Pitlo berpendapat bahwa, teori ini masih memiliki kelemahan, 

yaitu menurut teori ini perjanjian telah lahir dan mengikat pihak yang 

memberikan penawaran, ketika orang yang memberikan penawaran 

sendiri belum tahu akan hal itu, sedangkan Satrio berpendapat bahwa 

terdapat suatu yang dirasa tidak adil, ditinjau dari pihak yang 

memberikan penawaran, dimana masih terdapat kemungkinan untuk 

menarik kembali penawarannya, asalkan penarikan tersebut di ketahui 

oleh si penerima atau akseptor sebelum ia memberikan jawaban 

penerimaannya. Akseptor sendiri tidak memiliki kesempatan seperti 

itu, karena meskipun jawaban persetujuan yang telah dikirimkan  

belum sampai kepada pihak yang memberikan penawaran, pihak 

akseptor tidak dapat kesempatan untuk membatalkan jawabannya 

karena perjanjian telah lahir dan mengikat pada saat jawaban 

penerimaannya itu dikirimkan (Satrio, 1995:258). 

Berdasarkan teori pengiriman ini, suatu perjanjian lahir pada 

saat si penerima tawaran mengirimkan jawaban tertulisnya melalui 

pos. Jawaban yang dimaksud adalah bahwa si penerima menerima 

tawaran yang diberikan, dengan demikian momentum lahirnya atau 

timbulnya suatu perjanjian dapat di ketahui dengan melihat tanggal 

stempel cap pos. Teori pengiriman ini lebih memudahkan para pihak 
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untuk menentukan dengan pasti saat lahir atau timbulnya perjanjian, 

meskipun demikian, teori ini masih memiliki kelemahan sebagaimana 

pendapat dari para ahli. 

4) Teori Pengetahuan (vernemingstheorie) 

Teori pengetahuan adalah teori yang lahir untuk mengatasi 

kelemahan dari teori pengiriman. Berdasarkan teori pengetahuan, suatu 

perjanjian lahir pada saat jawaban mengenai penerimaan atau akseptasi 

yang diberikan oleh pihak penerima atau akseptor, diketahu dengan 

pasti oleh pihak yang memberikan penawaraan. Maksudnya adalah 

ketika surat jawaban atas penawaran diterima dan diketahui isinya oleh 

pihak yang memberikan penawaran, barulah kemudian perjanjian itu 

ada (Satrio, 1995:259). 

Hal ini ditegaskan oleh Paton yang berpendapat bahwa, teori 

pengetahuan pada sebenarnya paling sesuai dengan prinsip bahwa, 

suatu perjanjian lahir didasarkan pada saat adanya pertemuan dua 

kehendak yang dinyatakan atau melalui pernyataan kehendak, dimana 

kedua pernyataan kehendak itu harus dapat dipahami dan dimengerti 

oleh pihak yang lainnya (Satrio, 1995:259). 

Teori pengetahuan memiliki makna yaitu, suatu perjanjian lahir 

atau timbul pada saat penawaran dalam bentuk tertulis yang 

dikirimkan melalui pos, dikirimkan kepada penerima tawaran. 

Penerima tawaran tidak hanya sekedar menerima tetapi harus 

mengetahui dan memahami, isi penawaran yang dikirimkan oleh si 
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pemberi penawaran. Pertemuan kehendak antara pemberi penawaran 

dan penerima penawaran, terjadi pada saat si penerima penawaran 

mengirimkan jawaban kepada pemberi penawaran, kemudian pemberi 

penawaran menerima jawaban dan mengetahui isinya dengan pasti. 

5) Teori Penerimaan (ontvangsttheorie) 

Berdasarkan teori penerimaan, suatu perjanjian lahir pada saat 

diterimanya jawaban oleh pihak yang memberikan penawaran. Teori 

ini tidak mempedulikan keadaan apakah surat jawaban tersebut dibuka 

dan dibaca isinya atau hanya dibiarkan tidak dibuka. Momentum 

lahirnya sepakat pada pokoknya adalah ketika surat jawaban tersebut 

sampai pada alamat si penerima surat. Teori ini juga merupakan 

jawaban terhadap kekurangan-kekurangan dari teori pengetahuan yang 

mana teori ini diterima oleh banyak sarjana (Satrio, 1995:261-262). 

Teori penerimaan merupakan teori yang menunjukkan saat 

lahir atau timbulnya perjanjian yaitu, pada saat jawaban yang 

dikirimkan oleh pihak pemberi penawaran telah diterima oleh pihak 

penerima penawaran. Teori ini menekankan lahir atau timbulnya suatu 

perjanjian, hanya pada saat pihak penerima tawaran menerima surat 

yang dikirimkan, kemudian membalas mengirimkan jawaban kepada si 

pemberi penawaran, tanpa mempedulikan apakah isi jawaban yang 

dituangkan dalam surat tersebut dibaca oleh pihak pemberi tawaran 

atau tidak. 
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d. Sahnya Suatu Perjanjian 

Perjanjian mengikat para pihak ditentukan oleh, sah atau tidaknya 

perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. Hal tersebut dengan tegas 

diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, 

mengatur tentang empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu 

perjanjian sebagai berikut. 

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;  

2) cakap untuk membuat suatu perjanjian; 

3) adanya hal atau objek tertentu; 

4) suatu sebab yang halal. 

Keempat syarat tersebut terbagi atas dua bagian besar. Syarat 

subjektif yang menyangkut para pihak atau subjek hukum dan syarat 

objektif yang menyangkut objek atau pokok perjanjian atau mengenai 

apa yang diperjanjikan. Berikut ini akan diuraikan keempat hal 

tersebut yang akan dibagi kedalam dua bagian, sebagai berikut. 

1) Syarat Subjektif untuk sahnya suatu perjanjian 

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa syarat pertama 

ini dikenal juga dengan adanya konsensus antara para pihak. Hal 

ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, yang artinya adanya persesuaian kehendak antara satu 

orang atau lebih dengan pihak lainnya. Sesuai disini dimaksud 
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sebagai pernyataan yang cocok, karena kehendak itu bersifat 

abstrak. Lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak 

yaitu, dengan bahasa yang sempurna dan tertulis; bahasa yang 

sempurna secara lisan; bahasa yang tidak sempurna asal dapat 

diterima oleh pihak lawan. Kenyataannya seringkali seseorang 

menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi 

dimengerti oleh pihak lawannya; bahasa isyarat asal dapat diterima 

oleh pihak lawannya dan diam atau membisu, tetapi asal dipahami 

atau diterima pihak lawan (Salim, 2006:33). 

Sepakat mengadakan perjanjian dimaksudkan bahwa kedua 

pihak yang akan terlibat dalam perjanjian haruslah memiliki 

kebebasan kehendak, yaitu tidak mendapat tekanan yang dapat 

mengakibatkan cacat bagi perwujudan kehendak tersebut 

(Badrulzaman, 1994:24). Sebagian besar atau cara yang paling 

banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan menggunakan 

bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Pembuatan 

perjanjian secara tertulis bertujuan untuk memberikan kepastian 

hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, 

apabila terjadi sengketa di kemudian hari (Salim, 2006:33). 

Sepakatnya para pihak dalam membuat suatu perjanjian, 

merupakan dasar untuk terbentuknya suatu perjanjian. Pasal 1320 
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ayat (1) ini merupakan pasal yang memiliki hubungan erat dengan 

asas konsensualitas, yaitu dasar terjadinya suatu perjanjian. 

b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian 

Cakap untuk membuat suatu perjanjian merupakan suatu 

kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum, dimana 

perbuatan hukum yang dimaksud adalah perbuatan yang dapat 

menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang hendak 

mengadakan perjanjian haruslah mereka yang cakap dan memiliki 

wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang 

diatur oleh Undang-Undang yaitu mereka yang sudah dewasa. 

Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun dan atau sudah 

kawin berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (Salim, 2006:33). 

Agus Yudha Hernoko berpendapat bahwa, untuk 

melakukan perbuatan hukum, termasuk didalamnya membuat 

perjanjian, pada umumnya diukur dari usia kedewasaan 

(meerderjaring) untuk manusia sebagai subjek hukum (naturlijk 

person) dan kewenangan (bevoegheid) untuk badan hukum sebagai 

subjek hukum (rechts persoon). Kecakapan bagi subjek hukum 

berupa badan hukum  cukup dengan memperhatikan 

kewenangannya, yaitu kewenangan yang melekat pada orang yang 

mewakilinya (Syaifuddin, 2012:124,126).  
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Contohnya direksi yang adalah organ dari perseroan 

terbatas, yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan 

perseroan terbatas untuk kepentingan perseroan terbatas sesuai 

dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas serta mewakili 

perseroan terbatas, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai 

dengan anggaran dasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 

angka 5 jo. Pasal 92 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. Hal tersebut dimaksud, apabila perseroan 

terbatas sebagai badan hukum, itu diwakili oleh direksi sebagai 

pengurusnya yang berwenang berdasarkan anggaran dasar, maka 

badan hukum yang dimaksud mempunyai kecakapan untuk 

melakukan perbuatan hukum dalam hal ini untuk membuat 

perjanjian. (Syaifuddin, 2012:126-127) 

Akibat hukum yang ditimbulkan sebagai akibat dari tidak 

terpenuhinya syarat subjektif adalah, suatu perjanjian dapat 

dibatalkan. Maksudnya untuk membatalkan perjanjian itu, maka 

salah satu pihak harus mengajukannya kepada pengadilan 

(Salim,2006:35) yaitu dengan mengajukan gugatan pembatalan 

(Syaifuddin, 2012:127). 

Kecakapan para pihak dalam suatu perjanjian sangat 

menentukan kelangsungan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. 

Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akan memberikan akibat 

hukum yaitu, perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.  
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Syarat subjektif untuk sahnya suatu perjanjian, secara 

umum merupakan syarat yang menyangkut subjek hukum yaitu, 

manusia maupun badan hukum. Apabila syarat subjektif ini tidak 

terpenuhi, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan dengan cara 

mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan. 

2) Syarat objektif untuk sahnya suatu perjanjian. 

a) Adanya hal atau objek tertentu 

Hal atau objek tertentu yang dimaksudkan disini adalah 

prestasi yang harus dipenuhi oleh debitur, kepada kreditur 

(Widjaya, 2008:49). Prestasi ini terdiri atas perbuatan yang positif 

dan perbuatan yang negatif, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu 

dan tidak berbuat sesuatu. Hal ini diatur dalam Pasal 1234 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. Misalnya jual beli rumah yang 

menjadi pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas 

rumah dan menyerahkan uang sesuai dengan harga pembelian 

rumah tersebut (Salim, 2006:34).  

Objek atau pokok tertentu ini diatur dalam Pasal 1332 

sampai dengan 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(Ibrahim dan Sewu, 2007:87).  Pasal 1332 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, menentukan: Hanya barang-barang yang dapat 

diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian dan 

Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan: 

Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang 
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paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan 

bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian 

dapat ditentukan atau dihitung. 

Makna pasal tersebut yaitu, barang yang dijadikan objek 

perjanjian itu memiliki jumlah yang belum tentu, hal ini tidak 

menjadi halangan, asalkan jumlah barang tersebut dikemudian hari 

ditentukan atau dihitung. Misalnya hasil panen padi suatu sawah di 

musim panen pada tahun mendatang, tentunya sawah yang 

dimaksud, sekurang-kurangnya sudah ditentukan letak dan luasnya 

serta saat panen tiba. Hal atau objek tertentu adalah paling sedikit 

ditentukan jenisnya atau asalkan dikemudian hari jumlahnya dapat 

ditentukan atau dapat dihitung (Widjaya, 2008:49). 

Akibat hukum apabila hal atau objek tertentu yang diatur 

dalam Pasal 1332 sampai dengan 1334 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal 

demi hukum. Hal tersebut dimaksudkan bahwa, sejak semula 

perjanjian itu dianggap tidak pernah ada (Syaifuddin, 2012:130). 

Objek atau hal yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, 

haruslah benar-benar jelas, meskipun objek tersebut belum 

diketahui secara pasti saat perjanjian dibuat, namun objek tersebut 

harus dapat ditentukan dikemudian hari. Hal ini dimaksudkan agar 

perjanjian yang dibuat tidak batal demi hukum. 
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b)  Suatu sebab yang halal atau yang tidak dilarang 

Suatu sebab yang halal atau yang tidak dilarang 

(geoorloofde oorzaak) mengandung maksud bahwa, isi suatu 

perjanjian harus memuat suatu kausa yang dibolehkan atau sesuai 

dengan undang-undang, sehingga perjanjian tersebut menjadi valid 

dan mengikat para pihak. Selain sesuai dengan Undang-Undang 

juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum (openbare 

orde/public policy) dan kesusilaan (zaden/ morality) (Widjaya, 

2008:51). 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak 

diatur mengenai suatu sebab yang halal atau yang tidak dilarang, 

melainkan pada Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

diatur mengenai kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang 

apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan 

ketertiban umum (Salim, 2006:34). 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ayat (3) 

dan Ayat (4) merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu 

perjanjian untuk sahnya suatu perjanjian, apabila tidak terpenuhi, 

maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Artinya sejak 

awal tidak pernah lahir suatu perjanjian, sehingga tidak 

menimbulkan akibat hukum apapun, sehingga tidak ada dasar 

hukum yang dapat dijadikan alas hak untuk melakukan gugatan 

atau penuntutan (Widjaya, 2008:55).  
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Konsekuensi dari suatu perjanjian yang dibuat tanpa ada 

objek sama sekali. Bertentangan atau yang berdasarkan pada sebab 

yang tidak halal, maka dapat memberikan akibat hukum yaitu,  

perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Sahnya suatu 

perjanjian harus memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata secara utuh. 

e. Berakhirnya Suatu Perjanjian 

Berakhirnya suatu perjanjian dapat disebabkan oleh beberapa 

hal. Menurut Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu 

perjanjian dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut: 

1) Karena pembayaran 

Maksud dari pembayaran pada bagian ini adalah 

pembayaran yang berupa uang maupun pembayaran yang berupa 

penyerahan barang sebagai suatu bentuk pemenuhan prestasi 

(Miru, 2011:87-88). Pembayaran merupakan bagian dari 

pemenuhan prestasi secara sukarela. Tujuan dari suatu perjanjian 

adalah dipenuhinya suatu prestasi. Pihak yang berkewajiban 

memenuhi prestasi pada umumnya adalah debitur, namun demikian 

dalam Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat 

juga pihak-pihak lain yang dapat memenuhi prestasi (Syahrani, 

2004:268-269) 
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Pihak lain yang dapat terlibat dalam memenuhi prestasi 

adalah: 

a) Orang yang turut berutang (tanggung-menanggung). 

b) Penanggung utang. 

c) Pihak ketiga yang tidak berkepentingan. 

Poin pertama dan kedua merupakan pihak ketiga yang memiliki 

kepentingan karena pihak yang turut berutang dalam tanggung 

menanggung, berkepentingan untuk membayar utang mereka 

karena sifat perjanjiannya tanggung-menanggung, sehingga semua 

pihak yang turut berutang tersebut berkewajiban untuk membayar 

utang tersebut. Hal ini dimaksud, apabila salah satu pihak yang 

turut dalam perjanjian tanggung-menanggung tersebut, membayar 

lunas utangnya maka para pihak yang berutang lainnya turut bebas 

dari utangnya terhadap kreditur (Miru, 2011:88). 

Pihak ketiga yang tidak berkepentingan dapat 

dimungkinkan untuk membayar utang debitur, asalkan di dalam 

pembayarannya harus bertindak atas nama debitur, seandainya pun 

dalam pembayaran utang debitur pihak ini bertindak atas nama 

sendiri juga tetap sah, asal saja tidak menggantikan hak-hak 

kreditur (Miru, 2011:88-89). Pembayaran yang dilakukan oleh 

pihak ketiga terdapat pengecualiannya, sebagaimana yang diatur 

pada Pasal 1383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

mengatur mengenai pada perikatan untuk berbuat sesuatu, tidak 
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dapat dipenuhi oleh pihak yang lain (Syahrani, 2004:269). 

Penggantian pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah 

dalam hal pembayaran tersebut berupa benda atau menyerahkan 

sesuatu. Hal mengenai pembayaran berupa jasa yang menyangkut 

dengan keahlian seseorang tidak dapat diwakili (Miru, 2011:89).  

Berakhirnya suatu perjanjian dapat berupa pembayaran, 

baik dengan uang ataupun dalam rupa penyerahan barang atau jasa. 

Pembayaran merupakan salah satu cara untuk memenuhi 

kewajiban dalam perjanjian, yaitu terjadi serah terima baik berupa 

uang, barang ataupun jasa antara para pihak, sehingga apabila 

kewajiban dalam perjanjian telah dipenuhi, maka perjanjian 

tersebut berakhir. 

2) Karena Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan 

atau penitipan 

Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan 

(cosignatie) caranya diatur pada Pasal 1404 sampai dengan Pasal 

1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu barang atau 

uang yang akan dibayarkan kepada kreditur, ditawarkan oleh 

notaris atau juru sita pengadilan yang disertai oleh dua orang saksi. 

Notaris atau jurusita membuat rincian barang-barang atau uang 

yang akan dibayarkan, selanjutnya pergi ketempat di mana sesuai 

dengan perjanjian pembayaran harus dilakukan, apabila tidak ada 

perjanjian khusus mengenai hal ini, dapat secara langsung kepada 
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kreditur pribadi atau di tempat tinggalnya. Notaris atau juru sita 

selanjutnya memberitahukan kepada kreditur, bahwa ia atas 

permintaan debitur melakukan pembayaran tersebut dengan 

menyerahkan barang atau uang yang telah dirinci. Ketentuan Pasal 

1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata hanyalah mengenai perjanjian yang prestasinya berupa 

memberi barang–barang bergerak (Syahrani, 2004:274-275). 

Hal mengenai perjanjian consignatie, debitur dapat melalui 

notaris melakukan pemenuhan prestasi, sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. Prestasi yang telah dipenuhi oleh debitur 

ini membawa akibat yaitu, berakhirnya perjanjian antara kreditur 

dan debitur tersebut.   

3) Karena pembaharuan utang (novasi) 

Menurut Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

terdapat tiga macam novasi, yaitu: 

a) Novasi objektif yaitu dapat terjadi dengan mengubah isi 

perjanjian namun para pihak tetap seperti semula. Misalnya X 

mempunyai utang kepada Y sebesar Rp2.000.000,00 untuk 

membayar utang tersebut, X menawarkan sebuat televisi 

kepada Y. Karena perbuatan tersebut, perjanjian pinjam-

meminjam uang antara X dan Y berakhir, diganti dengan 

perjanjian jual-beli barang. 
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b) Novasi Subjektif pasif yaitu debitur baru menggantikan debitur 

yang lama, dimana debitur yang lama dibebaskan dari 

kewajiban pembayaran oleh kreditur. Misalnya X berutang 

pada Y, keduanya sepakat bahwa yang akan membayar adalah 

Z. 

c) Novasi Subjektif aktif yaitu krediturnya yang diganti, dimana 

kreditur yang lama diganti dengan kreditur yang baru, sehingga 

kreditur yang lama tidak memiliki hak lagi untuk menuntut 

pembayaran dari perjanjian yang lama. Hal demikian mirip 

dengan subrogasi tetapi dalam subrogasi hal tersebut selain 

diperjanjikan tetapi juga dapat terjadi karena Undang-Undang. 

Sedangkan novasi hanya dapat terjadi karena diperjanjikan 

(Meliala, 2008:106). 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1415 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, menekankan  bahwa suatu pembaharuan utang 

harus jelas dan tegas kelihatan atau nyata melalui perbuatan hukum 

para pihak, sehingga tidak boleh hanya sebagai anggapan atau 

dianggap saja (voorondersteld), tetapi juga tidak harus selalu ada 

bukti tertulis, melainkan pembuktian dengan alat-alat bukti lain, 

yaitu saksi-saksi dan persangkaan-persangkaan (vermoedens) dapat 

digunakan (Prodjodikoro, 2011:139). 

Pembaharuan utang harus kelihatan secara nyata dan tegas 

dari tindakan atau perbuatan hukum para pihak. Berdasarkan 
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uraian dan contoh di atas, maka dengan adanya pembaharuan utang 

mengakibatkan perjanjian antara pihak yang berutang dengan 

pihak yang berpiutang menjadi berakhir.  

4) Karena perjumpaan utang (schuldvergelijking compensatie) atau 

kompensasi 

Berdasarkan Pasal 1425 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, perjumpaan utang merupakan akibat dari suatu keadaan 

bahwa seorang X memiliki utang kepada seorang Y, tapi saat itu 

juga mempunyai piutang terhadap Y, sehingga posisi X adalah 

debitur juga sekaligus kreditur tehadap Y. Hal ini mengakibatkan 

terjadinya suatu perjumpaan utang, sehingga membawa perjanjian 

dua-duanya hapus atau berakhir (Prodjodikoro, 2011:143) 

Perjumpaan utang atau kompensasi adalah salah satu cara 

berakhirnya perjanjian, karena keadaan dua pihak yang saling 

mempunyai utang satu terhadap yang lain. Misalnya X mempunyai 

utang kepada Y sebesar Rp200.000,00 sedangkan Y mempunyai 

utang kepada X sebesar Rp150.000,00 diantara keduanya terjadi 

kompensasi, dengan demikian utang Y kepada X sebesar 

Rp50.000,00 saja. Adapula kedua utang saling menghapuskan 

yaitu pada saat utang-utang itu sama-sama ada dan memiliki 

jumlah yang sama pula (Syahrani, 2004:278). 

Berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi oleh karena 

adanya perjumpaan utang antara para pihak sebagaimana 
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dicontohkan di atas. Hal tersebut membawa akibat hukum yaitu, 

dengan adanya perjumpaan utang, maka kedua pihak yang saling 

utang dengan nilai utang yang sama, saling menghapuskan 

utangnya. 

5) Karena pembebasan utang 

Pembebasan utang atau pelepasan hak untuk menuntut 

prestasi dalam perjanjian terhadap debitur, adalah suatu perbuatan 

hukum yang dilakukan oleh kreditur sebagai pihak yang berhak 

atas pemenuhan prestasi. Menyatakan secara tegas bahwa dia tidak 

lagi menuntut pembayaran utang terhadap debitur sebagai pihak 

yang berkewajiban untuk melakukan pemenuhan prestasi. Hal ini 

berarti, kreditur melepaskan haknya dan tidak menghendaki lagi 

pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang dibuat, serta 

membebaskan debitur untuk memenuhi prestasi (Syaifuddin, 

2012:430). 

Perjanjian pada dasarnya atas kesukarelaan para pihak yang 

terlibat didalamnya, sehingga apabila salah satu pihak kemudian 

dengan sukarela berniat membebaskan pihak lain dari suatu 

perjanjian, pada hakekatnya tidak boleh dihalang-halangi. 

Ketentuan Pasal 1438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

tentang, pembebasan utang tidak dapat diperkirakan atau 

dipersangkakan saja (vorondersteld) melainkan harus dibuktikan. 

Pembuktian yang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 1439 Kitab 
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Undang-Undang Hukum Perdata yaitu mengenai pengembalian 

surat tanda utang oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, beserta 

dengan pihak lain yang turut berutang secara tanggung-

menanggung (Prodjodikoro, 2011:193-194). 

Perjanjian dapat berakhir karena pembebasan utang. 

Pembebasan utang yang diberikan oleh pihak kreditur,  harus 

disertai dengan bukti yang tertulis untuk mencegah hal-hal yang 

tidak diinginkan terjadi dikemudian hari. Pembebasan utang 

biasanya dilakukan dengan kerelaan hati oleh kreditur, sehingga 

pihak ketiga tidak dapat menghalang-halanginya. 

6) Karena musnahnya barang yang terutang 

Musnahnya barang yang terutang adalah barang atau benda 

yang menjadi objek perjanjian musnah, hilang atau tidak dapat lagi 

diperdagangkan sehingga tidak diketahui lagi keadaan, kondisi dan 

keberadaan barang tersebut, apakah masih ada atau sudah tidak ada 

lagi. Berdasarkan Pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, suatu perjanjian berakhir dengan syarat musnah, hilang 

atau tidak dapat lagi diperdagangkannya benda atau barang yang 

menjadi objek dalam perjanjian, bukan karena kesalahan debitur 

dan sebelum ia lalai menyerahkan benda atau barang dalam rangka 

memenuhi prestasinya kepada kreditur. Bahkan dalam hal debitur 

lalai menyerahkan benda atau barang objek perjanjian tersebut, ia 

dibebaskan dari pelaksanaan perjanjian, apabila si debitur dapat 
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membuktikan bahwa benda atau barang tersebut musnah, hilang 

atau tidak dapat diperdagangkan lagi, karena keadaan memaksa 

(overmacht) atau kejadian diluar kuasanya (Syaifuddin, 2012:432-

433). 

Berdasarkan Pasal 1445 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata apabila barang atau benda yang terhutang diluar dari 

kesalahannya si berutang, musnah, hilang atau lenyap sehingga 

tidak lagi dapat diperdagangkan, maka apabila si berutang 

mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai 

benda atau barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak atau 

tuntutan tersebut kepada orang yang memberikan utang kepadanya 

(Prodjodikoro, 2011:195-196). 

Berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi karena 

musnahnya barang yang terutang. Hal ini dapat dipahami secara 

sederhana, bahwa apabila objek dari perjanjian telah musnah 

karena suatu sebab yang tidak diharapkan atau diduga sebelumnya, 

maka perjanjian antara yang berutang dengan yang berpiutang 

berakhir. 

7) Karena kebatalan dan pembatalan 

Kebatalan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1446 sampai 

dengan Pasal 1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Terdapat tiga penyebab timbulnya pembatalan perjanjian yaitu, 
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a) Para pihak yang terlibat dalam perjanjian belum dewasa dan di 

bawah pengampuan. 

b) Bentuk perjanjian tidak mengindahkan ketentuan dalam 

Undang-Undang. 

c) Adanya cacat kehendak (wilsgebreken) yaitu kekurangan dalam 

kehendak orang yang melakukan perbuatan yang menghalangi 

terjadinya persesuaian kehendak para pihak yang akan terlibat 

dalam suatu perjanjian (Salim, 2006:172). 

 Cacat kehendak dibedakan menjadi tiga macam, yaitu 

kekhilafan (dwaling) adalah suatu penggambaran yang keliru 

tentang orangnya atau objek perjanjian yang dibuat oleh para 

pihak. Dwaling dibagi menjadi dua macam, yaitu dwaling tentang 

orangnya dan dwaling dalam kemandirian benda. Paksaan (dwang) 

yaitu ancaman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain 

atau pihak ketiga, sehingga memberikan kesan dan ketakutan pada 

orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya atau 

kekayaannya terancam rugi besar dalam waktu dekat (Pasal 1324 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Penipuan (bedrog) yaitu, 

salah satu pihak sengaja memberikan gambaran atau fakta yang 

salah untuk memasuki suatu perjanjian, selain itu terdapat juga 

cacat kehendak berupa penyalagunaan keadaan (undue influence) 

yaitu, penyalagunaan keadaan ekonomis dan psikologis (Salim, 

2006:172). 
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Akibat dari pembatalan suatu perjanjian, dilihat dari dua 

aspek yaitu, (1) orang-orang yang tidak cakap dalam melakukan 

perbuatan hukum, dan (2) cacat kehendak. Akibat pembatalan 

perjanjian  bagi orang-orang yang tidak berwenang melakukan 

perbuatan hukum dan akibat pembatalan karena cacat kehendak 

adalah pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan 

seperti sebelum terjadinya perjanjian. Hal ini di atur dalam Pasal 

1451 dan Pasal 1452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(Salim, 2006:174). 

Kebatalan atau pembatalan suatu perjanjian dapat 

dibedakan dalam dua jenis pembatalan, yaitu pertama, pembatalan 

mutlak (absolute nietigheid) dalam hal ini perjanjian harus 

dianggap batal, walaupun tidak diminta oleh suatu pihak. 

Perjanjian seperti ini dianggap tidak ada sejak semula dan terhadap 

siapapun juga. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang 

tidak mengikuti cara (vorm) yang mutlak dikehendaki oleh 

Undang-Undang, serta kausanya bertentangan dengan kesusilaan 

atau dengan ketertiban umum (open bare orde). Kedua, 

pembatalan relatif yaitu hanya terjadi apabila dimintakan oleh 

pihak-pihak tertentu dan hanya berlaku terhadap pihak-pihak 

tertentu (Prodjodikoro, 2011:196). 

Secara umum definisi batal adalah tidak berlaku atau tidak 

sah, sedangkan batal demi hukum memiliki makna yang khas 
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dibidang hukum. Makna tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu 

tersebut dibenarkan atau dikuatkan menurut hukum atau dalam arti 

sempit berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah seperti 

itu adanya. Batal demi hukum menunjukkan bahwa tidak berlaku 

atau tidak sahnya sesuatu tersebut terjadi seketika, spontan, 

otomatis, atau dengan sendirinya, sejauh persyaratan dan situasi 

yang menjadikan batal demi hukum itu terpenuhi. Makna dapat 

dibatalkan yaitu, perluhnya suatu tindakan aktif untuk 

membatalkan sesuatu karena tidak terjadi secara otomatis atau 

dengan sendirinya, melainkan harus dimintakan agar sesuatu itu 

dibatalkan (Erawati dan Budiono, 2010:4). 

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

terdapat lima kategori alasan untuk membatalkan perjanjian, 

sebagai berikut: 

a) Untuk perjanjian formil, tidak terpenuhinya persyaratan yang 

ditetapkan oleh Undang-Undang, yang berakibat perjanjian 

batal demi hukum. 

b) Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yang berakibat 

perjanjian batal demi hukum, atau dapat dibatalkan. 

c) Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat. 

d) Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar actio pauliana. 

(Erawati dan Budiono, 2010:5) 
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Berdasarkan uraian di atas, maka suatu perjanjian dapat 

berakhir karena dapat dibatalkan yaitu, suatu perjanjian dapat 

berakhir dengan memintakan pembatalannya pada pihak yang 

berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa, harus ada tindakan aktif 

untuk dapat memperoleh pembatalan yang dimaksud. Batal demi 

hukum yaitu, perjanjian itu batal secara otomatis karena Undang-

Undang yang telah mengatur demikian. Hal ini tidak memerlukan 

tindakan aktif dari salah satu pihak dalam perjanjian. 

8) Karena berlakunya syarat batal 

Berdasarkan Pasal 1253 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata tentang perjanjian bersyarat, yang dimaksud dengan 

“syarat” adalah suatu peristiwa yang masih akan datang, sehingga 

peristiwa itu adalah peristiwa yang belum terjadi dan belum tentu 

terjadi. Pasal ini berhubungan erat dengan Pasal 1254 yang 

menyatakan bahwa “syarat” itu harus mungkin terlaksana, tidak 

bertentangan dengan kesusilaan dan Undang-Undang. Syarat 

merupakan peristiwa yang akan dan belum pasti akan terjadi, 

namun bila ditinjau dari tutupnya perjanjian, memang mungkin 

terjadi, sejauh tidak bertentangan dengan kesusilaan dan Undang-

Undang (Satrio, 1999:278).  

Vollmar berpendapat bahwa, “syarat” merupakan syarat 

yang diajukan dan yang disepakati oleh para pihak yang akan 

terlibat dalam suatu perjanjian (Satrio, 1999:278). Batal dalam 
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syarat batal merupakan pembatalan terhadap suatu perjanjian oleh 

karena debitur yang wanprestasi. Pembatalan yang dimaksudkan 

adalah pembatalan yang memungkinkan dapat dituntut oleh 

kreditur terhadap debitur yang wanprestasi (Syahrani, 2004:228).  

Pembatalan perjanjian oleh karena debitur yang 

wanprestasi, merupakan syarat dalam setiap perjanjian yang timbal 

balik, baik dinyatakan secara langsung dalam perjanjian, maupun 

tidak dinyatakan secara langsung. Pembatalan tetap harus 

dimintakan pada pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 

1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian ini akan 

diuraikan lebih lanjut pada Bab IV. A. 

9) Karena lewat waktu 

Berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan 

maupun yang bersifat perseorangan, dengan lewatnya waktu 30 

tahun berakhir karena daluarsa, sedangkan siapa yang 

menunjukkan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan 

suatu alas hak, lagipula tidak dapatlah diajukan terhadapnya suatu 

tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk. Maksud 

dari peraturan ini adalah untuk melenyapkan situasi keragu-raguan 

dalam suatu hubungan hukum, selain itu, apabila selama 30 tahun 

tidak terjadi masalah dan baru setelah lewat waktu yang panjang 

itu diajukan soal siapakah yang berhak atau berkewajiban, maka 
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sulit sekali mendapatkan bukti-bukti yang jitu untuk menegakkan 

atau merobohkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban itu dan yang 

dapat dipercaya ketepatannya (Prodjodikoro, 2011:198). 

Lewat waktu atau daluarsa berdasarkan Pasal 1946 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan cara atau sarana 

untuk mendapatkan sesuatu atau untuk dibebaskan dari sesuatu 

perikatan, oleh karena lewatnya suatu waktu tertentu dan atas 

syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Daluarsa 

untuk memperoleh hak milik atas suatu barang disebut daluarsa 

acquisitif, dan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dinamakan 

daluarsa extinctif (Syahrani, 2004:284). 

Lewat waktu extinctif jika dihubungkan dengan perjanjian 

adalah membebaskan seseorang dari suatu kewajiban atau dengan 

kata lain, memberikan hak terhadap seseorang untuk memperoleh 

sesuatu hak. Seseorang dibebaskan dari kewajibannya setelah 

jangka waktu yang ditentukan lewat, sebagaimana yang diatur oleh 

Undang-Undang. Memberikan sesuatu hak kepada seseorang 

berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yaitu dengan lampaunya 

jangka waktu tertentu dianggap perjanjian telah hapus, sehingga 

debitur bebas dari kewajiban pemenuhan prestasi (Harahap, 

1986:166-167). 

Berakhirnya suatu perjanjian karena lewat waktu dapat 

disebabkan oleh jangka waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian 
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telah lewat waktu. Hal ini mengakibatkan debitur menjadi bebas 

dari kewajibannya, untuk menentukan telah lewat jangka waktu 

adalah berdasarkan pada perjanjian dan Undang-Undang yang 

mengatur tentang hal tersebut.  

3. Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum di Indonesia 

Pendapat Ludwig Von Bertalanffy tentang sistem adalah 

sekumpulan unsur-unsur yang sangat memberikan pengaruh, terhadap 

berlakunya hukum tertentu. H. Thierry berpendapat bahwa, sistem 

merupakan keseluruhan bagian yang saling mempengaruhi satu sama lain 

sesuai dengan yang telah ditentukan, untuk mencapai suatu tujuan. 

William A. Shorde dan Voich Jr mempertegas kedua definisi diatas 

dengan memberikan definisi mengenai sistem sebagai seperangkat bagian 

yang memiliki hubungan, namun bekerja secara bebas dalam mengejar 

keseluruhan tujuan dalam satu kesatuan lingkungan (Mustafa, 2003:4). 

Hal tersebut mau diperjelas oleh Winterton dalam pendapatnya 

tentang sistem yaitu, sekumpulan peraturan dan institusi dari suatu negara, 

sedangkan arti sistem hukum yang lebih luas adalah teknik atau cara-cara 

yang digunakan oleh sejumlah negara, dimana sistem hukumnya memiliki 

kesamaan secara umum  (de Cruz, 2010:4-5). H.L.A.Hart berpendapat 

bahwa, sistem hukum adalah suatu kesatuan kumpulan peraturan ganda 

yaitu, kumpulan peraturan primer dan kumpulan peraturan sekunder. 

Kumpulan peraturan primer adalah norma-norma perilaku dan kumpulan 
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peraturan sekunder adalah norma tentang bagaimana memutuskan, apakah 

norma-norma perilaku itu valid, serta bagaimana memberlakukannya 

(Friedman, 2009:16). Sedangkan Sudikno Mertokusumo mengatakan 

bahwa, sistem hukum adalah tatanan atau kesatuan yang utuh mengenai 

kaidah-kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga 

sistem hukum merupakan sistem normatif (Juni, 2012:275). 

Sistem Hukum Indonesia merupakan suatu kesatuan hukum yang 

berdasarkan pada Pancasila, berlaku diseluruh Indonesia, dibentuk untuk 

mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan Undang-

Undang Dasar (UUD) 1945, sebab didalam Pembukaan dan Pasal-pasal 

UUD 1945, terdapat tujuan, dasar dan cita-cita hukum Indonesia. 

Didalamnya mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yang 

tumbuh dan berkembang dalam kesadaran hidup bermasyarakat selama 

berabad-abad(http://saifulanamlaw.blogspot.com/2013/03/peranan-hukum-

dalam-pembangunan-ekonomi.html Dipetik Mei 25, 2014). 

Sistem hukum Indonesia merupakan seperangkat tatanan atau 

aturan yang memiliki kesatuan yang utuh, berlaku bagi seluruh bangsa 

Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Pancasila sebagai dasar 

negara, pemersatu segala bentuk perbedaan bangsa dan Undang-Undang 

Dasar 1945 sebagai konstitusi bangsa yang didalamnya terdapat tujuan 

negara Republik Indonesia.  
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B. Landasan Teori 

Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian mengenai, 

Eksistensi Dan Akibat Hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata Dalam Perjanjian, Terhadap Debitur Yang Tidak Aktif Dalam 

Melaksanakan Perjanjian adalah Teori Kepastian Hukum. 

Gustav Radbruch berpendapat bahwa, hukum dapat dibedakan 

kedalam 3 aspek yaitu, keadilan, tujuan keadilan atau finalitas, dan kepastian 

hukum atau legalitas. Aspek pertama keadilan yang berarti setiap orang 

memiliki persamaan hak dihadapan hukum. Aspek kedua tujuan keadilan atau 

finalitas yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ketiga 

kepastian hukum atau legalitas yaitu hukum berfungsi sebagai peraturan yang 

harus ditaati. Dua aspek yang disebutkan pertama adalah kerangka ideal dari 

hukum, sedangkan aspek ketiga yaitu kepastian hukum adalah kerangka 

operasional dari hukum (Huijbers, 1984:163).  

Gustav Radbruch mengakui bahwa hukum alam dapat mengatasi 

hukum positif yaitu, setiap orang harus diperlakukan adil dihadapan hukum, 

adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, serta 

harus adanya keseimbangan antara pelanggaran dan hukuman. Beliau melihat 

bahwa, finalitas atau tujuan keadilan mengandung unsur relativitas, sedangkan 

tuntutan akan keadilan dan kepastian hukum atau legalitas adalah bagian-

bagian yang tetap dari hukum (Tanya, dkk, 2010:130-132). Gustav Radbruch 

membuat urutan yang baru yaitu, keadilan, kepastian hukum atau legalitas dan 

tujuan keadilan atau finalitas (Huijbers, 1984:165). 
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 Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi 

keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh 

berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan 

dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum 

(Tanya, dkk, 2010:130). Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian 

hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan 

ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati (Huijbers, 

1984:165). 

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu 

nilai keadilan dan kebahagiaan, maka Pasal 1266 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata merupakan hukum positif yang harus ditaati. Akibat hukum 

dari pasal tersebut terhadap debitur yang tidak aktif dalam perjanjian, 

merupakan bagian yang harus dialami oleh para pihak, agar dapat memperoleh 

keadilan dan kepastian hukum karena keberadaan pasal 1266 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, didasarkan pada kebenaran yang dimilik oleh pasal 

tersebut. Hal ini untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam suatu 

perjanjian timbal balik. 

 

 

 

 

 

 


